Menimbang

Mengingat

BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO
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NOMOR # TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata
kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien, maka perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi;

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyederhanaan gtr’uktur organisasi, penyetaraan jabatan
dan penyesuaian system kerja;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan birokrasi, perlu
menetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja untuk
penyederhanaan birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gorontaalo tentang sistem kerja untuk
penyederhanaan birokrasi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



. Undang—Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II d1 Sulawesi (LembaranNegara
Republik Indonesm Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 1822),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ténta.ng_
Penetapan Peraturah Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

keuangan' antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757); )

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubh'k Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402); |

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
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Menetapkan
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 téntang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah

Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2021 Nomor 4).

- PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA UNTUK

PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negara sipil
dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja

yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi.

. Penyesuaian _Si_étem Kerja 'adalah perbaikan dan

pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai
Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

- Mekanisme Kerja adalah proses dan_ cara kerja organisasi

yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan /atau
keterampilan.

. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi untuk menghasi]kan kinerja dan
keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi.

..Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jjabatan tmggl

pada instansi pemerintah.

. Pejabat Pimpianan Tinggi adalah pegawai negeri sipil negara

yang menduduki jaba_tan pimpinan tinggi.

. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayana.n public serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi
Pemerintah. '

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas pelaksanaa.n kegiatan pelayanan pubhc
serta admm1stras1 pemerintahan dan pembangunan.

11. Pejabat pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang

bertanggung jawab melaksanakan keglatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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Jabatan Fungsxonal adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas ‘berkaitsn pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertenty,

- Pejabat Fungsional ‘adalah Pegawa1 Aparatur Sipil Negara

yang mendudukl Jabatan Fungsmnal pada Instansi
Pemerintah. _'

Unit Orgamsa31 adalah baglan dari struktur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tlngg:l Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat

~ Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk

memlmpm suatu unit kex:;a mandiri berdasarkan ketentuan _

_ perundang—undangan

15.

16.

Pimpinan Unit Orgamsas1 adalah Pejabat Punpman Tinggi
Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi ‘Pratama, Pejabat
Admm1strator Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional
yang d1angkat untuk memimpin suatu organisasi tertentu.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan

- ketentuan paling rendah pe_]abat pengawas atau pejabat lain

17.

yang diberi pendelegasmn kewenangan
Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela

~ Penjabat Fungsmnal dan pelaksana untuk melaksanakan

18.

tugas tertentu di bawah lepman Unit Orgamsas1 dalam
periode waktu tertentu sesua1 dengan kompetens1, keahlian
dan / atau keterampﬂan

Sistem Pernenntahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

' dlslngkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komumkasz untuk
membenkan layanan kepada pengguna SPBE,

Pasal 2 -

Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Perangkat Daerah

di

Lingkungan Peinerintah Daerah berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan,
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'Pasal 3
Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan
reformasi bxrokram dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efekt1f dan efiswn dengan mengoptimalkan
pemanfataan SPBE.

‘Pasal 4
(1) Penyederhanaan Birokrasi dllakukan melalui tahapan
a. Penyederhanaan Struktur Orgamsas1 :
b, Penyetaraan Jabatan; dan
c. Penyesuaian Sisten KEIja
(2) Penyesualan Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf ¢ mehpuu Mekanisme Kexja dan Proses Bisnis.

Pasal 5

Sistem Keqa dlgunakan sebagal instrumen bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit

- organisasi  pada Instan31 Pemerintah  daerah  setelah

penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan

dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal 6

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu:

a. mewujudkan proses kelja yang efektif dan efisien;

b. memastikan pencapa.lan tujuan, strategl, dan klnelja
organisasi; _

C. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan

d. mengoptimélkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi, '
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" BABII
MEKANISME KERJA -
' Bégian Kesatu
Umum
Pasal 7.
Mekamsme Kerja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
hurufa dﬂaksanakan dengan pnnsxp |
a. orientasi pada has:l
b. kompetensi;
c. profesionalisme;
d. kolaboratif:
€. fransparansi; dan
f akuﬁtabel.

Pasai 8
(1) Mekanisme Kerja. sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4
ayat (2) terdiri atas:
kedudukan;
. penugasan;
pelaksanaan tugas;

a
b
C. .
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e pengelolaan kinerja; dan’
f. pemanfaatan teknologi informaﬁ dan komunikasi,
(2) Me_kanisnie Kexja'. digunakan sebagai acuan dalam
- pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur
Sipil Negara setelah dilakukan pényederhanaan struktur

organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan
| Pasal 9

(1)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

cr
)
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Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator atan Pejabat Pengawas.

(2)Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat
membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

(3)Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimanga
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) disesuaikan dengan
struktur organisasi pada masing- masing Instansi
Pemerintah.

Pasal 10

Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kabupaten Gorontalo. |

Pasal 11

Rincian Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penugasan
Pasal 12
(1)Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan
pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim
kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi,
dan  kolaborasi  berdasarkan  keahlian dan/atau
keterampilan. "
(.2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
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Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam
satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas
Instansi Pemerintah.

(3)Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit
Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim
diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pasal 13

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan
melalui penunjukan dan /atau pengajuan sukarela,

(2) Penunjukan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional
atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau
Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

(3}Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau
pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 14

Rincian Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
tercantum dalam Lampiran yang - merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas
Pasal 15
(1)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana
meliputi pelaksanaan tugas yang bersitat dalam unit

organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Instansi
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Pemerintah. _

(2)Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagannana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran yang
merupakan baglan tldak terplsahkan dalam Peraturan

Bupati ini.
Bagian Kelima
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Tugas
Pasal 16

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang dltugaskan secara
individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara, langsung
- kepada Punplnan Umt Orgamsam '

Pasal 17
- (1)Dalam rangka :pe'rl;anggungj_aWaban pelaksanaan tugas, |
| Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
anggota tim meléporkan peiaksanaari tugas kepada ketua
(2) Pe_]abat Fungsmnal dan pelaksana yang berperan sebagax
ketua tim rnelaporkan pelaksanaan tugas tim kerja
kepada Pimpinan Unit Orgamsas_l secara berkala.
(3)Pimpinan Unit Orgamsa31 secara  sewaktu-waktu

berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim
dan/atau anggota tim kelja

- Pasal 18
Rincian pertanggung]awaban pelaksanaan tugas - sebagaimana

dimaksud dalam Pasa.l 16 dan Pasal 17 tercantum dalam

'Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan - dalam

Peraturan Bupat1 1n1
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.Bagian Kéenam _
| Pengelolaan Kinerja
Pasal 19

(1) Pengelolaan kmerja Pejabat Fungsional dan pelaksana

(2)

baik yang bekelja secara individu maupun dalam tim

kerja terdiri atas: _

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan
klanﬁkas1 ekspekta51,

b. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja
yang mehputl pendokumentaman kinerja, pembenan
umpan bahk berkelan_;utan dan pengembangan kinerja
pegawai;

C. penilaian kJIltea yang mehputl evalua31 kinerja
pegawai; dan - ' |

d. tindak lanjut hasﬂ evaluam kmerja yang meliputi
pembenan penghargaan dan sanlksi.

Pengelolaan kmelja Pejabat Fungsmnal dan . pelaksana

‘sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) dllakmakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang
mengatur mengena,l pengelolaan  kinerja Pejabat
Fungswnal dan pelaksana '

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(1)

Pasal 20
Pemerintah Daerah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasm elektromk melalui pemanfaatan

.aplikasi SPBE yang tenntegra31 dalam rnendukung sistem

kerja Instansi Pemermtah

(2) Aphkam SPBE sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

berupa aphkam umum berbag1 pakai.
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Pasal 21

(1) Pimpinan  perangkat daerah memastikan OPD
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam mendukung sistem kerja
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah
Daerah. |

BAB III
PROSES BISNIS
Pasal 22

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi
organisasi perangkat daerah untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi.

(2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 21, Instansi
Pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan
Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu
dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian
standar operasional prosedur.

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap:

a. peta subproses;

b. peta relasi:

C. peta lintas fungsi; dan/atau

d. petalevel 1 dan turunannya,
sesuai dengan metode yang digunakan.

(5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis organisasi
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN -

Pasal 23
Unsur kesekretariatan pada perangkat daerah melaksanakan
peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan Penyesuaian
Sistem Keija seb'agaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24
Pimpinan organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan
perangkat daerah yang melaksanakan urusan sistem kerja dan
kelembagaan.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal
GORONTALO, &

Diundangkan di Limboto
pada tanggal _
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

-

NI SAMPIR <{(sI

BERI AERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR
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'BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
‘Pasal 23 -

Unsur kesekretariatan pada perangkat daerah melaksanakan
~peran dukungan bagi percepatan. ‘pelaksanaan Penyesuaian
Sistem Kerja sebagalmana dlmaksud dalam Peraturan Bupau-
ini. '

Pasal 24
Pimpinan organisasi perangkat daerzh berkoordmam dengan

perangkat daerah yang melaksanakan urusan s1stem kerja dan
kelembagaan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam .Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

Diundangkan d1 Limboto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

2ONI SAMPIR | o | <S-H
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Unsur kesekretariatan pada perangkat daerah melaksanakan
peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan Penyesuaian
Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24
Pimpinan organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan
perangkat daerah yang melaksanakan urusan sistem kerja dan

kelembagaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal \¥ Fé~rUser 202Y
GORONTALO,

Diundangkan di Limboto
pada tanggal |7 JBRUPEr 202y
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

{1 SAMPIR <s IG

BERITA FRAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR ¥
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG SISTEM KERJA UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

I

KEDUDUKAN

Kedudukan penempatan posisi Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur organisasi tertuang dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yang
sudah ditetapkan. Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana ditentukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan yang sesuai dan
diperlukan mencapai kinerja unit organisasi, kedudukan dan tanggung jawab
Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di bawah Pejabat Struktural yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Adminsitrasi atau Pejabat Pengawas.

Pejabat Fungsional yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Kepala

Puskesmas bedasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan

Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan

pelaksana.

Penempatan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
bedasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi hasil rekomendasi oleh
Kementrian Dalam Negeri dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana dalam struktur organisasi pemerintah daerah
dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang
tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja masing-masing
organisasi perangkat daerah.



berikut:

. Pejabat Penilai Kinerja' sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat
merupakan Pejabat Pimpinaﬁ Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat '_.Pengawas, atau Pejabat
" Fungsional yang diangkat untuk _merﬂimpin Suatil unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang—uhdangan.

- Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan
melalui proses perencanaan dan dehgén mempertimbangkan rentang
kendali dan beban tugas organisasi, - | .

. Penetapan kedudukan Pejabat FungSionaJ dan pelaksana dalam. suatu
unit organisasi pada Instansi Pemerintah di'tetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian. : _ ' | '

Rincian Kedudukan Pejabat Fun_gsional dan Pelaksana pada unit
organisasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dimana Kepala Bagian/Kepala
Bidang/ Sekretaris berperan _'seiéku Pejabat Peni_lai Kinerja tercantum pada
Struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan model struktur sebagai
A. INSPEKTORAT DAERAH, BADAN, DINAS DAN KANTOR.
a. Model 1 B |
Meliputi urusan pemerintah daerah bidang: perhubungan dan
ketentraman dan perlindungan Masyarakat. |
Struktur organisasi perangkat daerah yang masuk pada pemetaan
model 1 yakni Dinas Perhlibungan dan Safuan Polisi Pamong Praja
hasil pemetaan struktur rorganisasi Dinas Perhubungan dan
Sétuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami .penyederhana_.an |

birokrasi
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Kepala Dinas
Kepala Bidang Sekretaris
Seksi/Subbidang Subbagian
Seksi/Subbidang Subbagian

Berdasarkan struktur diatas maka Pejabat Fungsional dan
pelaksana berkedudukan berada dibawah Kepala Bidang yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

. Model 2

Meliputi pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang: keuangan
dan pendidikan.

Struktur organisasi perangkat daerah yang masuk pada pemetaan
model 2 yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

a). Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil pemetaan
dibawah sekretaris hanya ada 1 (satu) kasubag dan dibawah
bidang ada 2 (dua) Subbidang.

A0 Drai/xanEs BaTAN

xacaa Beang Sehears
- Seks/Svmncang suosagar -
" (@ OMmpPLh iatatar
I_l senn/susoaang iy -+ -

b). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari urusan
Pendidikan dan urusan kebudayaan (Model 4), berdasarkan hasil
pemetaan dibawah sekretaris memiliki 2 (dua) kasubag dan 3 (tiga)

naiaﬁ OEDA 3[SEKOA \u:
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bidang mengalami penyederhanaan struktur hanya (1) satu seksi
dan untuk bidang kebudayaan semua seksi disederhanakan.

Repa s DI NERE D
Bazan
K28 SOang Sekrenny
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Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada dibawah
Kepala Bidang/Sekretaris yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.

. Model 3

Meliputi pelaksanaan wurusan pemerintah daerah bidang:
Kepegawaian, Perdagangan, Komunikasi dan informatika,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Kesehatan, Perencanaan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Struktur organisasi perangkat daerah yang masuk pada model 3
yakni meliputi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan SDA, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas kependudukan dan Catatan
Sipil, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah

=
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dan Dinas Ketahanan Pangan. Masing-masing perangkat daerah
dibawah sekretaris ada 2 (dua) sub bagian yang dipertahankan
dan di bawah bidang semua seksi/sub bidang disederhanakan.

were
i
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Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada dibawah

Kepala Bidang/Sekretaris yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.

d. Model 4

Meliputi pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang:
pengawasan*, persandian, statistik, pertanahan, pertanian,
kelautan dan perikanan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga,
penanaman modal, pangan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pariwisata, perpustakaan, penelitian dan
pengembangan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan,
sosial, dan transmigrasi.

Struktur organisasi perangkat daerah yang masuk pada model 4
yakni meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana masing-masing perangkat
daerah dibawah sekretaris terdapat (1) satu sub bagian dan di
bawah bidang semua seksi/sub bidang disederhanakan.

KAEEG[OFDAS 3[SEKDA[WABUP
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Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada dibawah
Kepala Bidang/Sekretaris yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.

Dan khusus Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang ditetapkan.

B. SEKRETARIAT DAERAH

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai hasil pemetaan
jabatan mengikuti tipe A dimana dibawah bagian semua sub bagian
mengalami penyederhanaan struktur kecuali di bawah bagian protokol
dan komunikasi pimpinan 1(satu) sub bagian protokol dipertahankan dan
dibawah bagian pengadaan barang dan jasa 1(satu) sub bagian
pengelolaan barang dan jasa dipertahankan.

Pejabat Fungsional dan pelaksana dimasing-masing bagian
berkedudukan dibawah Kepala Bagian yang berperan selaku Pejabat
Penilai Kinerja.

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

=

Relompoll Jabatsn
Fungaional

Pada struktur di atas maka Kelompok JFT dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Kepala Bagian yang berperan selaku
Pejabat Penilai Kinerja.

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

[EERAG[OPD|AS 3|SEXDA|WABUP
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Lﬁ

Kelompok lsbatan Fungsions!

e Pada struktur di atas maka Kelompok JFT dan Pelaksana
berkedudukan berada di bawah Kepala Bagian yang berperan
selaku Pejabat Penilai Kinerja.

e Untuk jabatan pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa tetap dipertahankan.

3) Asisten Administrasi Umum

Asisten

Immwl

e Pada struktur di atas maka Kelompok JFT dan Pelaksana
berkedudukan berada di bawah Kepala Bagian yang berperan
selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Untuk jabatan pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi
di bidang protokol tetap dipertahankan.

C. SEKRETARIAT DPRD
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai hasil pemetaan
jabatan mengikuti tipe A dimana dibawah semua bagian menagalami
penyederhanaan struktur di sub bagian kecuali 1 (satu) bagian yang
menangani sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipertahankan

Reenc OpD| A 3|SERDALW. up
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Pejabat Fungsional dan pelaksana dimasing-inasing bagian
berkedudukan dibawah Kepala Bagian yang berperan selaku Pejabat
Penilai Kinerja.
D. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sesuai hasil penyederhanaan struktur dibawah
sekretaris terdapat 2(dua) sub bagian dipertahankan dan dibawah bidang
semua sub bidang di sederhanakan.

== 1 ==}

Pejabat Fungsional dan  pelaksana  berkedudukan  dibawah
Sekretaris/Kepala Bidang yang berperan selaku pejabat penilai kinerja.
E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Struktur organisasi Perangkat daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dibawah sekretaris terdapat 1 (satu) sub bagian
dipertahankan dan dibawah bidang semua sub bidang disederhanakan.

KAEACTOPD|AS 3|SEFDA|WABUP
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Pejabat  Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah
Sekretaris/ Kepala Bidang yang berperan selaku pejabat penilai kinerja.
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MM Dunda Limboto |
G. UPTD
Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpin
oleh Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional maka Pejabat
Fungsional dan pelaksana  berkedudukan dibawah Pejabat

=

Administrator/Pengawas/Fungsional yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.

II. PENUGASAN

Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan

tugas Pimpinan unit organisasi ditetapkan bedasarkan kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berdasarkan struktur organisasi. Penugasan

tersebut dilakukan baik dalam unit organisasi atau lintas unit organisasi.

Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan surat penugasan dan/atau

bukti penugasan tertulis lainnya yang berbentuk fisik ataupun elektronik. _

Adapun penugasn Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam unit organisasi

pada pérangkat daerah yakni;

a. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Perangkat Daerah baik secara individu
ataupun dalam tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi,
keahlian dan/atau ketrampilan dan mengedepankan profesionalisme,
kompetensi dan kolaborasi:

RABECTOPD|AS BISEKDAIW BUP
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b lepman Perangkat Daerah rnerupakan Pejabat Pimpinan Tinggi

L _ Pratama, Pejabat Adnumsttrator Pe_]abat Pengawas, atauy Pejabat

| 'Fungsmnal yang dlangkat untuk mermmpm suatu unit kerja mandiri;

. Penugasan Pejabat Fungsmnal dan pelaksana dalam tim kerja dapat
melibatkan 1{satu) atau lebih jenis jabatan; _

d. Penugasan Pejabat Fungsmnal dan pelaksana untuk melaksanakan
tugas dibawah pimpinan - perangkat daerah ditetapkan oleh pejabat
| penilai kmelja bersangkutan atas usulan dari pimpinan.
Seperti halnya kedudukan penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksnaa
dilakukan melalui proses perencanaan bedasrkan beban kerja; dan
Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat melaksanakan tugas
lebih dari 1 (satu) target klnelja baik berupa tugas rutin atau tugas
1sn31denta1 yang dllaksanakan dalam waktu tertentu.

Dalam penugasan setlap pimpinan perangkat daerah, kepala sekolah
dan kepala -puskesmas . rnenetapkan pexjanpan kmelja pelaksanaan
kegiatan termasuk 1dent1ﬁka31 jenis penugasan (individua atau tim)
berdasarkan PeI]anjlaIl Kmexja Pelaksanaan Keglatan baik yang ditetapkan E
dan dllakukaan perubahan.
| Pex]anjlan Kmerja pelaksanaan keglatan perangkat daerah
berdasarkan rencana - strategls dan. rencana tahunan serta program
pnontas Pemenntahan Daerah untuk pencapaian output kegiatan.
Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana baik secara mdmdua tau
dalam t_un kerja dilakukan melalu1 dua cara yaltu
a. Penun_lukan

Cara penugasan Pejabat Fungsmnal dan pelaksna langsung dan Pejabat
Pemla1 Kinerja dan/ atau Punpman Perangkat Daerah yang berperan .
selaku pejabat pemll]k kmelja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
Penunjukan dapat dilakukan di dalam unit orgamsas1 atau lintas unit
organisasi. Namun demikian, jika dlpandang perlu, penugasan baik |
secara individu maupun. tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional
dan pelaksana yang beraisal dari lintas instansi. :
Penunjukan Penugasan Pe_]abat Fungsmnal dan pelaksnan melalui .

mekanisme:
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1) Mekanisme Penunjukan dldalam unit organisasi.

Penunjukan Pejabat Fungsmnal dan pelaksana yang berada di

2

- dalam satu organ13331 perangkat daerah dilakukan langsung oleh

Pimpinan.

Mekamisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi,
PenunJukan Pejabat Fungsmna_l dan pelaksana yang bersﬂat lintas

a)

d)

“organisasi dilakukan dengan tahapan:

Pnnplnan perangkat daerah berperan sebagai pemilik kinerja
mengirimkan surat permohonan pelibatan PeJabat Fungsional
atau pelaksna kepada Pe_]abat Penilai Kinerja dituju dimana
Pejabat Fungsional atau pelaksna dimaksud dengan tembusan-
Pe_]abat Pen11a1 Kinerja _

Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsxonal atau _
pelaksana, pejabat - penilai kmexja dituju dimana pejabat
Fungsmnal atau pelaksana dimaksud berada, memproses dan
menjawab permohonan pehbatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dlmaksud

Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
pelaksana - dimaksud berada menyetujui pé]ibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana, ‘maka dengan rekomendasi dari

- Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Penilai Kinerja dimana

pejabat Fungsional dimaksud = berada Menyusun surat

penugasan untuk ~menugaskan - Pejabat Fungsional atau _
pelaksana yang. sesuai dengan kriteria yang disampaikan

pemohon di dalam . _surat - permohonan pelibatan Pejabat

Fungsional dan pelaksana; -

Apabila Pejabat Penilai Kmer]a dimana Pejabat Fungswnal atau
pelaksana dimaksud berada tidak menyetu_]m pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja dimana

Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada menjawab

surat permohonan pelibatan tersebut dengan alasan mengapa
tidak dapat menyetujui permohonan. '

Eﬁ.Z‘Gﬁ?. ORDJAS 3]SEADA W?a\up
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Penun_]ukan Pejabat Fungsmnal dan pelaksana yang bersifat lintas
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Pejabat Fungsional :.dan pelaksana menerima surat penugasan '
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instasi

instansi dilakukan dengan tahapan:

a)

d)

Pimpinan Perangkat Daerah pemilik kinerja terlebih dahulu
mengirimkan surat permohonan pehbatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang dengan
tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

Apabila Pejabat yang Berwenang setu_]u atas permohonan
pehbatan Pejabat Fungsxonal atau pelaksana dari instansi lain
maka kemudian Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan
surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
tersebut kepada Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju;

Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsmnal atau

'pelaksana d1setu3u1 oleh PeJabat yang Berwenang instansi yang

_dituju, maka Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju

menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional
atau pelaksana untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
Terhadap mstruksx untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
pelaksana, Pejabat Penilai Kxne:_]a dengan rekomendasi Pimpinan
Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana
berada menjawab kétefsédiaan ~ Pajabat - Fungsional atau
pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di
dalam surat permohonan pehbatan

Apablla tersedla maka dilakukan hal sebagai berikut:

- Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat Jawaban
permohonan pehbatan beserta daftar Pe;abat Fungs1ona1 atau
pelaksana yang dlmgaskan kepada_ Pejabat yang Berwenang.
Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang ditugaskan, Pejabat  yang Berwenang

T O DI AS 3 [SEROANGL
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~mengirimkan surat jawaban ‘permohonan kepada Pejahat
yang Berwenang pemohon B

-  Berdasarkan surat Jawaban yang telah dlsetu_]uz oleh Pejabat
yang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kmerja atau Pimpinan
Unit Organisasi yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional
atau pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang dltugaskan untuk bekerja sesuai pehbatan
tersebut.

- Berdasarkan - surat Jawaban permohonan pelibatan ‘maka
Pimpinan Unit - . Organisasi akan memberikan  surat
penugasan dan/ atau bukti penugasan secara tertulis untuk
kemudian d1sampa1kan kepada PeJabat Fungsmnal ataur
pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan_ Pejabat yang

- Berwenang insté.n_si bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja
bersangkutah, dan Pejabat yang Berwenang - instansi
pemohon. | _ |

- Pejabat Fungsional dan - _pelaksana ~menerima  surat
'Ipenugasan imtuk dilaksanakan ., dengan penuh tanggung
jawab. |

b Pengajuan Sukarela

| Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat
Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari
Pejabat Fungsionai atau pélaksaha Pengajuan sukarela bertujuan
untuk membenkan ruang peran aktif bagi Pejabat Fungsional
. atau pelaksana untuk dapat membantu pelaksanaan k.mexja
= organisasi yang sesuau dengan kompetensi, keahlian dan/ atau .
kcterampﬂannya, namun belum masuk ke dalam tugas yang telah
d1tetapkan sebelumnya Pengajuan sukarela hanya dapat
d11akukan di dalam unit orgamsam_ Pejabat = Fungsional
'bersangkutan dan lintas unit organ1sas1 di dalam Instan81 |
Pemerintah bersangkutan
Pengajuan sukarela dﬂakukan dengan mekamsrne sebagai
berikut; |

RADAG dpp ASY3|SERDA|WABUP
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1} Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

a)

b)

Pejabat Fungsmnal atau pelaksana menyampalkan
keinginannya secara lisan untuk dapat terlibat dalam
pelaksanaan k.metja tertentu kepada lepman Unit
Organisasi; _

Apabila Pimpinan Unit Orga:ﬁsasi menyetujui, maka
Pimpinan Unit Orgamsasn menugaskan Pejabat Fungsional
atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu
tersebut.

Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima  surat

penugasan untuk dﬂaksanakan dengan penuh tanggung
jawab

2) Mekamsme pengajuan sukarela yang bermfat lintas unit
organisasi

a)

b)

d)

Pejabat Fungsional atau ‘pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan

kinerja kepada Pimpinan "Unit. Organisasi dituju dengan
tembusan Pejabat Penilai Kinerja - dan Pnnpman Unit
Orgamsas1 bersangkutan;

Apablla lepman Unit Orgamsas1 dituju menyetujui, maka'
Pejabat Fungsional dan pelaksana menyampmkan surat
permochonan persetujuan yang telah disetujui oleh mepman
Unit Organisasi yang ditliju kepada Pejabat Penilai Kinerja
dengan tembusan mepman Umt Organisasi bersangkutan;
Apabila Pe]abat Penilai Kmexja bersangkutan menyetu_]ul
maka kemudian Pejabat Penﬂm Kmera menyusun - surat
penugasan untuk mpnugaskan Pejabat Fungsional atau
pelaksana untuk melaksanakan anelj;a yang berada d1
Pimpinan Unit Organisasi dituju.

Pejabat. Fungsional dan pelaksana menerima  surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
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. IIL  PELAKSANAAN TUGAS
| Pelaksanaan tugas Pe_labat Fungsmnal dan pelaksana dapat dilakukan
: dalam tim kerja atau mdmdu terdiri atas:

a. Pelaksanaan tugas daiam unit orgam&am

Pelaksanaan tugas dalam unit orgamsam dllakukan Pejabat

Fungsmnal dan- pelaksana secara. mdmdu ataupun dalam tim

ker]a . . .

Pelaksanaan tugas da.lam unit organ1ss1 secara individu dilakukan _

dengan ketentuan:

1. Dalam pelaksnaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana_

- secara individu- melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
butir kegiatan _Jabatan Fugsmnal__ masmg—ma_smg atau uraian
.tugas jabatan pelaksana yarig diselaraskan dengan tugas,-
fungsi, dan kinerja unit organisasi. _

-2, Butir keglatan Jabatan Fungsmnal atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang dllakukan oleh Pejabat Fungsmnal dan
- pelaksana merupakan pen_]abaran_. atau turunan dari tugas,
fungsi, dan kinerja unit organisasi;
3. Dalam pelaksanaan tugas Pej.abat Fungsional atau pelaksana
- ‘secara  individu, :-Pejabat Fungsional atau pelaksana
memperhatlkan : |
a. arahan dan strategi mepman Umt Orgamsam
b. target pencapeuan kinerja unit organisasi;
¢. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapajan kinerja
| Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalam unit
organisasi. '
Pelaksanaan tugas dalam unit orgamsa31 dalam tim kerja dilakukan
dengan ketentuan sebaga1 berikut;

1. -Pelaksanaan tugas Pe_]abat Iﬁ.mgsmnal atau pelaksana dalam
tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerlukan keterhbatan dan kolaborasi Pe_]abat Fungszonal
dan/atau pelaksana dalam unit organisasi;
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. Tim kelja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan
_ dan strategi mepman Unit Orgamsas1
. Jlka terdapat pennasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alterﬁatif rekomendasi

kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk diputuskan dan/ atau
dlundaklanjutl

. lepman Unit Organiéasi memantau dan mengevaluasi secara

berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai |
bahan input pengambllan keputusan dan pemberian arahan
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

. _Bllamana dlperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan
Koordinasi = tim kexja tersebut dilakukan pada tahap

perencanaan pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi tugas

dan kegiatan tim kerja.

b. Pelaksanaan tugas yang bers.lfat lintas unit organisasi

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja
 lintas unit organiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsmnal atav pelaksana dalam

“tim kerja lintas unit orgamsasn dilakukan untuk melaksanakan

tugas yang memerlukan keterhba_tan dan kolaborasi Pejabat
Fungsional dan/atau pelaksan.a liritas unit organisasi; -

Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisa_si pemilik kinerja;
Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
bermasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
keﬁéda Piinpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti; |
Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
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kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing

Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan

‘pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan tugas dan fungm unit organisasi masing-masing;
Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordma31 dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan
Koordinasi tim kerja _tersebut dilakukan pada tahan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja. |

¢. Pelaksanaan tugas yang bersifat linstas Instansi Pemerintah

Pelaksanaan tugas lintas unit orgamsa31 dllakukan dalam tim kerja
lintas Instan31 Pemerintah dengan ketentuan sebagaJ berikut:

1.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungswnal atau pelaksana dalam
tim  kerja lintas Instansi Pemerintah . dilakukan untuk
melaksanakan tugas . yang memerlukan keterhbatan dan

-kolaborasi Pejabat Fungsional dsan/atau pelaksana hntas
- Instansi Pemerintah;

Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk ‘untuk

- melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja unit

organisasi pemilik kmerja pada Instan31 Pemerintah pelaksana
Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai

.arahan dan strategl Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja

pada Instansi Pemennta.h pelaksana fungsi atau arahan

pimpinan InstanSI Pemermtah pelaksana fungsi;
Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan-

tugas dan keg;atan tim kelja dapat menyampalkan
permasalahan dan kenda.la beserta alternatif rekomendasi

- kepada Punplnan Unit Organisasi pemilik kinerja pada Instansi

Pemerintah pelaksana fungsi untuk dlputuskan dan/atau
dlundakla.n_]utl

-Dalam - hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit

Organisasi ~ atau __ lmta_s_: Instansi - Pemerintah  dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud,_tim kerja
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dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit
Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana Pejabat
Fungsional dan pelaksana dimaksud berada untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit orgainisa’si
atau Instansi Pemerintah masing-masing;

Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan
Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan = tugas dalam tim kerja diperlukan adanya

pembagian tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung jawab
Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan
Anggota Tim adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:

1.

2.

menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja
organisasi;

memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi; |

. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan

sumberdaya yang optimal;
memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif:

dan

memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan
fungsi antar unit organisasi.

b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Orgé.nisasi meliputi:

1.
2.

menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan
kegiatan;

. memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas

pelaksanaan kegiatan;
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4. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas
antar tim; dan _
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.
c. Tanggung jawab Ketua Tim meliputi;

1. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

2. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi,
keahlian, dan/atau keterampilan;

3. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

4. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

S. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat
penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yang
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja -
pejabat fungsional dan pelaksana; dan

6. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas
antar anggota tim. |

d. Tanggung jawab anggota Tim meliputi:

1. menyusun rencana kerja individu;

2. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

3. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

IV.PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas

yaitu: _

a. Perténggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu.
Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara
individu maka Pejabat  Fungsional atau pelaksana melaporkan
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pimpinan Unit
Organisasi. |

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana dalam tim kerja.
1) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota

tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
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2} Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua
 tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada

mepman Unit Organisasi.

V. PENGGAMBARA.N ALUR MEKANISME KERJA
| - Penggambaran alur mekanisme kerja merupakan penggambaran
dari perangkat daerah setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi yang
disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Penggambaran alur
mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam menyesuaikan sistem
kerja yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat
Administrator. Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Admnistrator, dengan kata lain sebagai Pejabat Penilai Kinerja dari
Pejabat Fungsional dan pelaksana. Mekanisme pengelolaan kinerja
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mehgatur mengenai kinerja pegawai. Pejabat Administrator dalam
sfruktur ini berperan juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
Mekanisme kerja pada unit organisasi

Mekanisme kerja pada unit organisasi melalui:

a.

Tahapan Perencanaan

~ Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator

selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit
Organisasi- menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
Pejabat Administrator akan memberikan arahan dan
merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang terdiri
dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja
atau individu, penentuan ' kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan
kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang

| membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana

dari lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit
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organisasi. Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
atau pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dan anggaran térsebut_ ‘disesuaikan dengan rencana
pelaksénaan kegintan dan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana sesuai perannya. Pembagian peran
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan /atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat
Administrator dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan 'ta:get, disampaikan
kepada Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.
Tahap Evaluasi

Pejabat Administrator meninjau hasil pelaksanaan kegiatan.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan target
ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau tim
kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Administrator menerima,
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan ekspektasinya.
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Mekanisme Kerja Perangkat Daerah yang D1p1mp1n oleh Pejabat
_ Pengawas

Kedudukan Pe_;abat Fungsxonal dan pelaksana berada di
bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Pejabat Pengawas,
sebagai Pejabat Penilai Kinerja = bagi Péjabat Fungsional dan
pelaksana. Mekanisi_ne ‘pengelolaan k_izierja mengikuti ketentuan
peraturan perundangfﬁndangan yang mengatur mengehai ldnelja
pegawai. Pejabat Pengaﬁras dalam struktur ini berperan juga sebagai |
Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pelaksanaan Mekamsme kelj}a melalui:
a. Tahap Perencanaan
Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Pengawas selaku
Pejabat- Penilai Kj'nexja sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pejabat Pengawas
akan memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian
 target kinerja yang | terdiri dari penentuan peiaksanaan tugas
dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuah kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional, éfau" pelaksana: lintas unit serta
- penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja
yahg membutuhkan pelibatan Péjabat-Fung’sionaI atau pelaksana
dari Hﬁtas unit organisasi harus melalui proses' permohonan
pehbatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit"
| organlsa:n
b. Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabaf Fungsionél atau
pelaksana disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fuhgsiohai atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian 'peran dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan. | |
Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsipnal atau
pelaksana berkola_borasi dengan serhua pihak yang terkait den'gan
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kegiatan tersebut. Kolaborasi dir_n{ak_sud .terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
térsebut saja. _Mdﬁ_itbﬁng perkérﬂbangan dan pemberian umpan
balik atas p_elaksahaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
seWaktu-wéktu oleh Pejabat Pengaw__as.r dan/atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan keglatan yang sudah sesuai dengan target,
disampaikan kepada Pejabat Penga&és oleh individu atau ketua
tim. | _ o |
c. Tahap Evaluasi
Pada tahap- evaluasi | Pejabat Pehgawas meninjau hasil
pelaksanaan Kkegiatan. Hasil pelaksanaan keglatan yang tidak
sesuai dengan target ataupun ekSpekta81 dikembalikan kepada
individu atau tim kezja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan.
kegiatan dmyatakan selesai setelah Pejabat Pengawas menerima
hasil pelaksanaan keglatan dan dinyatakan telah sesuai dengan.
ekspektasmya _
3. Mekanisme Kerja pada Umt Orgamsam yang Dipimpin oleh Pe_]abat
Fungsional. '

Kedudukan Pejabat Fungswnal dan pelaksana berada di
bawah dan bertanggung Jawab langsung kepada Pejabat Fungsional
yang, memimpin unit organisasi, dengan kata lain Pejabat Penilai
Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah
Pejabat Fungsmnal Pejabat - Fungsmnal yang memlmpm unit
organisasi. _

~ Mekanisme kerja pada uhit organisasi ini melalui:
a. Tahapan Perencanaan |
~ Tahapan Perencanaan dlmuleu dari Pejabat Fungsmnal yang
memimpin unit orgamsa31 selaku Pejabat Penilai Kmer;a sekahgus
selaku Pimpinan Umt Orgamsam menyusun dan menetapkan
perjanjian kinerja. Pe_]abat Fungsnonai yang memimpin unit
organisasi akan memberikan arahan dan merumuskan strategi
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan

pelaksanaan tugas da.la.m bentuk Tim Kerja atau individu,

K@E@UM OPDIAS 3|SAKDAIWABUP

=
—T




: 2

penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
~ pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. |
Penyelesman target kmexja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana dari lmtas unit organisasi harus
melalui proses permohonan peiibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit organisasi.

Pada .tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekélja sécara individu
maupun tim kerja bersama Pejabat Fungsional yang 'm'emimpin'
unit organisasi xrienyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapsuan target kmerja

. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana. Penyusunan rincian - pelaksanaan kegiatan dan
anggaran tersebut dlsesuaxkan ‘dengan rencana pelaksanaan
keglatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana sesuai perannya. ) Pembagian peran dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan,
Pejabat Fungsioria.l atau pelaksana _befkolaborasi dengan .se.mua
pihak yarig terkait dengan kegiatan iersebﬁt Kolahorasi dimaksud
terkait s1nkromsa81 data, kebl_]a_kan dan pelaksanaan tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan'
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Fungsmnal yang
memimpin unit organisasi dan/ atau Ketua Tim. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sudah- sesua.i. dengan . target,
disampaikan kepada Pe_]abat Fungsmnal yang memimpin umt
- organisasi oleh individu atau ketua tim.

. Tahap Evaluasi _ _
Pejabat Fungsional yang memimpin  unit organisasi meninjau

hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
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- tidak sesuai dengai_l. targef at_aupﬁn ekspektasi dikembalikan
~ kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali.
Pelaksanaan kégiamn' _dinyatakan selesai setelah Pejabat
Fungsional yang' ‘memimpin unit organisasi ‘menerima  hasil
pelaksanaan keglatan dan dlnyatakan telah sesuai dengan
ekspektasinya. _ 7
4. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah.

Pada unit orgariisasi Sekretariat Daerah kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pe_]abat Sekretans Daerah dengan kata lain Pejabat
.Pemlal Kinerja Pe_]abat Fungswnal dan pelaksana pada struktur ini
adalah Sekretans Daerah Amsten Daerah yang merupakan Pe_]abat
lepman Unit Organisasi. |
1). Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah dimana Sekretaris

~ Daerah sebagai Pejabat Penilai Kmer]a dan Asisten Daerah sebagai
leplnan Unit Orgamsam
a Tahap Pelaksanaan
Tahapan Perencanaan d1mula.1 dari Sekretaris Daerah selaku
- Pejabat Penilai Kmelja menyusun dan menetapkan perjanjian
. kmer_]a Pexjanpan kinerja tersebut menjadi dasar penentuan
pembagian tanggung]awab target kinerja bagi Asisten Daerah
Sebagal tindak Ian_]ut dani pembaglan penanggung Jawab target
kmexja, Sekretarls Daerah atas rekomendasi Sekretans Daerah
menugaskan PeJabat Fungszonal dan - pelaksana untuk
membantu pelaksanaan tugas Amsten Daerah Rekomendasx.
~ tersebut merupakan hasil pertnnbangan atas kebutuhan
jumlah, jenis dan Jen_;ang Jahdtan Fungsmnal dan pelaksana,
serta kebu_tuhan_ pehbatan Pejabat. Fungs1q_na1 atau pelaksana
. dari lintas unit organisasi untuk membantu menyelesaikan
target kinerja Asisten Daerah.

As1sten Daerah merumuskan strategl ‘pelaksanaan pencapalan

target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas

dalam bentuk T1m Keija atau individu, pex_lentuan kebutuhan |
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pelibatan Pej'abat Fuhgsionél é.tau pelaksana lintas unit serta
~ penentuan kebutl.ihan atas Ketua Tim. Penyelesaian target
- kinerja yang mémbutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari hntas unit organisasi harus melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungs_ional atau pelaksana
lintas unit organisasi.
Pada tahapan terakhir dan proses perencanaan, Pejabat -
Fungsmnal dan pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Asisten Daerah menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja. _ | | |
. Tahap Pelaksanaanr
Tahap:in peiaksa_.naan dirnulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
atau pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan
anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
 kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebeiumnyé..
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau
_peiaksana sesuai perannya, Pembagian_ peran dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
Dalam melaksanakan kegiataﬁ, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan. tersébut.. Kolabor_asi' 'dimaksud_ terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan Kkegiatan
dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Asisten
Daerah dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
sudah sesual dengan  target, disampaikan kepada Asisten
Daerah oleh individu atau ketua tim. |
Tahap Evaluasi
Pada tahapan -evaluasi, ] Asisten Daerah meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
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sesuai dengan targé_t disampaikan kepada Sekretaris Daerah
~untuk ditinjau. Pelaksanaan '.kcgiatan dinyatakan selesai
setelah Sekretaris Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan
dan = dinyatakan - telah sesuai dengan target yang
diharapkannyé. | :
2). Mekanisme Kerja Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
Mekanisme kerja sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan | |
Tahapan Perencanaan d1mu1a1 dan Sekretans Daerah yang
menyusun dan menetapkan peljan_]lan kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut dlgunakan sebagai dasar penentuan Asisten
Daerah sebagai penanggung Jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Asisten Daerah selaku Perjabat Penilai Kxnexja
-berdasarkan perjanjian kmerja_ yang telah ditetapkan dan
'dibagi oleh Sela'etaris Daerah akan membagi dan menunjuk
Kepala Bagian sebagai penanggung jawab atas target kinerja
tertentu. Sebagai.-tindak lanjut dari pembagian penahggung
jawab target kinerja, Asisten Daerah atas rekomendasi Kepala
Bagian menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk
- membantu pelaksanaan tugas Kepala Bagian. Rekomendasn
tersebut merupakan hasil perumbangan atas . kebutuhan
jumlah jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal dan pelaksana,
serta kebutuhan pehbatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
dari lintas unit organisasi untuk membantu _menyelesmkan
target kinerja Kepala Bdglan
kKepala Bagian merumuskan strateg1 pelaksanaan pencapauan
target kinetja yang terdiri dan penentuan pelaksanaan tugas
dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuha.n -
pelibatan Pejabat Fungsidnal atau pelaksana lintas unit serta
penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesalan target
kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana dari lintas unit organisasi harus melalm proses
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permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
-lintas unit organisasi.
b. Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
atau pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan
anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan |
kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau
pelaksana sesuai perannya. Pembagian peran dilakukan - -
berdasarkan kompetensi, kéa.hlian dan/atau keterampilan,
Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan ‘pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hai-hal tersebut Saja. Monitoring perkembangan
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Kepala
Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada
Kepala Bagian oleh individu atau ketua tim.
c. Tahap Evaluasi .

Pada tahapan ev'aluasi, Kepala Bagian meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target disampaikan kepada Asisten Daerah
untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan
target ataupun ekspektasi disampaikan dan ditinjau oleh
Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelah Sekretaris Daerah menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkannya.

3) Mekanisme Kerja Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Pimpinan Unit Organisasi:
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a. Tahap Perencanaan -

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah yang.

‘menyusun dan menetapkan petjanjian k1ne13a Perjanjian

kinerja tersebut dxgunakan sebagai dasar penentuan Asisten
Daerah sebagm penanggung jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Asisten Daerah berdasarkan perjanjian kinerja

yang telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan

membagi dan menunjuk Kepala Bagian sebagai penanggung

jawab atas target Iﬁnerja tertentu.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapalan

target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas -
dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan

pelibatan Pejabat Fungsmnal atau pelaksana lintas unit serta

penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesalan target

kinerja yang membutuhkan pehbatan Pejabat Fungsmnal atau

pelaksana dari Hntés unit drganisasi harus melalui proses

permohonan pehbatan Pejabat Fungsmnal atau pelaksana |
lintas unit organisasi '

Tahap Pelaksanaan _

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rmman

~ pelaksanaan keglatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
- atau- pelaksana Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan

dan anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana
pelaksanaan keglatan dan anggaran yang telah disusun
sebelumnya Pelaksanaan keglatan dllakuka.n oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana sesua1 perannya Pembagian peran
dilakukan berdasarkan kompetens1 keahlian dan/atau
keterampllan

Dalam melaksanakan keglata,n Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolabora31 dengan semua p]hak yang terkait

‘dengan keglatan tersebut Kolaboras1 dimaksud terkait

sinkronisasi data kebijakan, dan pelaksanaan tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Momtonng perkembangan: .

>
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dan pembeﬁan hmpan ‘balik atas pelaksanaan kegiatan
- dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Kepala

N Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang .

sudah sesuai dengan target, dlsampalkan kepada Kepaia
bagian oleh individu atau ketua tun

Tahap Evalua31 | _
- Pada tahap evalué.si- " Kepala Bégian meninjau  hasil
pelaksanaan keglatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuati dengan target dlsarnpalkan kepada Asisten Daerah
untuk dltznjau Hasil pelaksanaan keglatan yang sesuai

dengan target ataupun ekspektasi disampaikan dan dxtlnjau '

oleh Sekretans Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Sekretaris Daerah meneruna hasil pelaksanaan
kegiatan dan dmyatakan telah sesuai - dengan target yang
dlharapkannya
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dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan keglatan '

dilakukan secara . berkala atau sewaktu-waktu oleh Kepala

Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang

sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada Kepala
bagian oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi _

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasﬂ
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target disampaikan kepada As1sten Daerah
untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sesuai
dengan target ataupun ekspektasi disampaikan dan d1t1n3au
oleh Sekretan_s Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Sekretaris Daerah menerima hasil pelaksanaan

kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkannya.
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dan pemberian umpan balik atas peléksanaan kegiatan
~dilakukan secara berkala atau sewéi{tu-waktu oleh Kepala
Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
~ sudah sesuai dengan target, d1sampa1kan kepada Kepala
bagian oleh md1v1du atau ketua tim.

‘Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian meninjau - hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil ‘pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target dlsampmkan kepada Asisten Daerah
untuk d1t1nJau Hasil pelaksanaan keglatan yang sesuai
dengan target ataupun ekspektas1 dlsampaukan dan ditinjau
oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Sekretans Daerah menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dmyatakan telah sesuai dengan target yang
dlharapkannya '
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